BAB |
PENDAHULUAN

A Latar Belakang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal

1 Ang 3) menegaskan Batwa; “Indonesia adalah negara hukum™?, prinsip-

pri yang tertuang didala ndan ang Dasar Negara Republik

Indenesia (NKRI) Tahun 1945 telah menjadikan Indonesia sebagai negara

/

ol rasi terbesar ke-3=di= dunia: setelah=lndia =dan—=Amerika Serikat.

wa n masih terdap h tergolong

sebag gara yang dem ebenarnya cita-cita
filsafat ya ah diFiRaus ara-pendiri.kenegaraan dalam sep Pasal 1
Ayat 3 menganC an hukum dan
kekuasaan, bahwa a A WAN&’G?FICI kestabilan
ala

politik dalam masyaraka pegara hukum, hukum merupakan t"ng

utama dalam menggerakkan sendr=séndi ke 9an bermasyarakat, befbangsa

dan bernegara.

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang diamanatkan dalam
pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut maka
pemerintah sebagai pelaksana negara berkewajiban untuk menjamin adanya

suasana aman dan tertib dalam bermasyarakat, bila ada warga negara yang

! Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3



merasa dirinya tidak aman maka ia berhak meminta perlindungan hukum
kepada negara atau pemerintah, demikian juga apabila terjadi tindak pidana
kejahatan, aparat penegak hukum wajib menangani dan memprosesnya dalam
upaya penegakan hukum dan keadilan, sehingga dengan demikian ketertiban

hukum akan berjalan dengan baik.

URtmy=perilaku terhadap penyimpangan tata hukum yang

be dtharuskan untukK™mempertan abkan perbuatanya. Karena

narma hukum dibuat untuk dipatuhi sehingga apabila dilanggar, maka akan

dikénakan sanksi. Apabila terjadi pelanggara

—

norma hukum dalam pergaulan

hid aka akan terjad nca (UK upaya-upaya

mené "-'\1 hukum itu sendii . i pelaku itu sendiri
sesuai dengans huku ang-berlaku of: ukum-yang-telah maupun

sedang berlangsung kadang-kadang Teauailikan persoalan yang tidak
terselesaikan karepa B MBAW A:N;G hukum yang
berupa kejahatan yang disebabkan.oleh kesadaran hukum yang kurang.
Terdapat berbagai alatSumtuk gatur kehidupan bermasyarakat,
darigforma

salah satunya adalah norma hukum. Pe an norma hut

yang lain adalah bahwa hukum memiliki alat perlengkapan dan kewenangan
agar hukum dapat berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana
dikatakan oleh Bambang Poernomo sebagai berikut:?
“Hukum adalah alat untuk mengatur manusia, meskipun hukum bukan satu-
satunya alat untuk mengatur manusia dalam masyarakat. Sebagai salah satu

alat untuk mengatur masyarakat, di belakang hukum terdapat alat
perlengkapan yang diberi wewenang oleh masyarakat agar supaya hukum

2 Bambang Poernomo.. Pola Dasar dan Asas Umum Hukum Acara Pidana. Liberty.
Yogyakarta. 1988, him. 9.



dapat berlaku dan dipatuhi sebagaimana mestinya. Hal ini membedakan ciri
norma hukum dibandingkan dengan norma yang lain.”

Tindak pidana atau kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami
perkembangan sebagaimana perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Berbagai
perubahan senantiasa terjadi baik secara perlahan hingga hampir luput dari
peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan
dengah ™ pastigadanya lembaga~kemasyarakatan yang menetap, dalam hal ini
m gani atau memproses suatu 'dakﬂgatau kejahatan.

ubuh dan kejahatan terhadap nyawa

Berbagai macam kejahatan terhadap ,l"

a biasa dikenal ngar aniayaan—da uhan. Tindakan
pe yaan menjadi ; 3 suﬁdalam kehidupan
berma at. Berbagai engan sering terjadi seperti
pemukula a *'r"w-_ a pada bagian

Raﬁwnﬂeiat korban menjadi

tubuh atau anggeta“tlbuh IKW
masuk kematian. Selain itu tindakan penganiayaan

cacat fisik seumur

juga tidak jarang menimbtlkan € atau dampak psikis pada si korban seperti
trauma, ketakutan, ancaman, bahkaniterkada amkorban pengafiayaan yang
mengalami gangguan jiwa dan mental.

Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi
penganiayaan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai dimana-mana seperti di
lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-
tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah

dengan orang lain. Tindak pidana berupa penganiayaan yang mengakibatkan



kematian atau luka seseorang baik karena secara sengaja atau karena kesalahan
dan kelalaian ini telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat.

Dalam mewujudkan ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, dalam
maksud memberikan kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan

hukum yang berintikan pada keadilan dan kebenaran, negara telah menciptakan

aturan-g il dan.sanksi-sanksi bagi para pelakunya sesuai dengan bentuk

kej yang telah diperbuatnya, seba%telah diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana.

Maraknya tindak pidana penganiaydan ini telah menyebabkan keresahan

da ingkungan masyar karena masalah

sepe alnya hanya k t ¢ engan ataan seseorang, sering

juga terjadr karena o%ﬁo i Iil!li;m.

penganiayaa dap seseorang.

Penganiayaangadalah KjA;R‘AWANeran paling mudah

terjadi dimasyarakat. Mengingatitindak pidana penganiayaan ini sudah merajalela

ntuk melakukan

dan sering terjadi, bahkan tidak'sediki ebabkan hilangnya nyawasrang lain,

maka dari itu tuntutan agar dijatuhka sanksi kepada pelaku pem@aniayaan
harus betul-betul mampu memberikan efek jera bagi si pelaku. Dengan tindakan
tegas aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi bagi para pelaku,
diharapkan mampu mengurangi angka kriminalitas yang terjadi di negara tercinta
kita ini, khususnya tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana lainnya. Tindak
pidana penganiayaan yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat tidak mungkin

dapat dihapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha yang harus



dilakukan oleh manusia dalam menghadapi kejahatan haruslah bersifat
penanggulangan, yang berarti bahwa usaha itu bertujuan untuk mengurangi
terjadinya kejahatan.

Norma hukum memberikan batasan-batasan mengenai suatu perbuatan
adalah tindak pidana atau bukan. Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang

semuanyagi aidiatuc.dalam KUHP. Salah satu bentuk tindak pidana adalah

ting dana penganiaydam=.Jindak nganiayaan sudah lama dikenal

olefhHukum Nasional melalui KUHP. Bab XX KUHP menggolongkan beberapa

indak pidana terhadap tubuh manusia

perbuatan yang dapat dikategorikan sebagal 't

yang bisa disebut juga dilihat dari segi

perbUatamidan akibatnya,

“Pasa : ganiayaa ias3 g-dapat—juga- disebut dengan
pe 2 N0 i *» 7
yaitu pada‘ha |katnya semua peng@miaydan yang bukan penganiayaan berat
dan bukamypenga w G

“Pasal 35 oS RA AN iayaan yang tidak
menjadikan sakit, ate enjadlkan terhalang untuk melakukan jabatan atau
pekerjaan seha r-unsur penganiayaan ringan, yakni;
berupa penganiayaanbiasada an penganiayaan yang dilakukan j’
“Pasal 353 ; penganiayaan be ana ada 3 macam pem@aniayaan
berencana, yaitu: Penganiayaanmberenca g, tidak berakibat luka berat
atau kematian dan dihukum denganhukuman penjara” selamaslamanya 4
(empat) tahun. Penganiayaan berencana h a berat dan
dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. Penganiayaan
berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-
lamanya 9 (Sembilan) tahun.

“Pasal 354 : penganiayaan berat. Perbuatan berat atau dapat disebut juga
menjadikan berat pada tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja
oleh orang yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara
lain: Kesalahan (kesengajaan), Perbuatannya (melukai secara berat),
Obyeknya (tubuh orang lain), Akibatnya (luka berat).”

bukan

3 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap
Pasal Demi Pasal. Politeia. Bogor, 1995, him. 245



Kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh manusia dalam segala perbuatan-
perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai
menimbulkan kematian, bila dilihat dari unsur kesalahannya dan kesengajaannya
diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan (mishandeling). Perbuatan tindak
pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, perbtinyissebagai berikut;

O

Penganiayaan d a penjara paling lama dua tahun

ancam deng
delapan bulan atau pidana den ling banyak empat ribu lima ratus

rupiah;
2. Jika perbuatan mengakibatkan Iu

dengan pidana penjara paling lana
3. Jika mengakibatkan mati=tiancan
tujuh tahun;
Dengan pengani nd

ercobaan untu jta
Tmdak pidana_penganiayaan-seri jadi_di-setiap-wilayah, salah satunya
kasus yang €3 Peagadiian Negeri Kabupaten Karawang

gt i i Rg Rpa PR U N NG 30 2017 i

17:00 WIB bertempat™diy, Dustig, Babakan Kranjan RT. 002 RW. 009 Desa.

a-luka berat, yang berasalah diancam
lima tahun;
—dengan-pi njara paling lama

Jatimulya Kecamatan Pedes pate rawang, dengan pelaku gtas nama
Nawai bin Janip telah dengan sengaja menimbulkan sakit'danTuka begat terhadap
korban yang bernama Muhamad Jalaludin bin Ahmad Malhawi.

Perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan bermula pada saat Muhamad
Jalaludin bin Ahmad Malhawi sedang memperbaiki pagar rumahnya kemudian

datang Nawawi bin Janip, lalu menegur Muhamad Jalaludin bin Ahmad Malhawi

karena menurut Nawawi bin Janip pagar yang diperbaiki Muhamad Jalaludin bin

4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



Ahmad Malhawi tidak sesuai dengan batas gang. Menurut sepengetahuan
Muhamad Jalaludin bin Ahmad Malhawi pagar ini sudah sesuai dengan batas
pagar sebelumnya, mendengar jawaban tersebut Nawawi bin Janip tidak terima,
lalu memukulnya tepat di bagian telinga Muhamad Jalaludin bin Ahmad Malhawi
hingga mengeluarkan darah bahkan tidak sadarkan diri. Hal ini sebagaiman

tertuang 3 dalam._Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor

380 3/2017/PN Kwg."Pada kasus sa penuntut umum memberikan

dakwaan dalam bentuk subsidaritas, yaitu primer melanggar Pasal 351 Ayat (2)

QUHP, Subsidair melanggar Pasal 351 A

—

at (1), bahwa oleh karena terdakwa

perbuatannya tersebut

di

maka akwa tetap b
kemudianyMajelis Kim
dengan huktmanipidana penjara selama*eg pulan dan dibebankan membayar

denda dua ribu rtpial: KARAWANG

Berdasarkan penelusuranidan pemeriksaan data, sepengetahuan peneliti ada

1 dan penahanan san yang cukup,

n-kepada terdakwa

dua penelitian yang mirip denganitema penelitian peneliti yaitu:
1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan erhadap Penganiayaan Dan Tanpa
Hak Mempergunakan Senjata Penikam” yang merupakan karya dari Subri
Wijaya, Mahasiswa Strata 1 (S-11), Sarjana Hukum Universitas Hasanudin
Makasar, Tahun 2018, perbedaannya adalah skripsi tersebut memiliki dua
variable permasalahan yaitu mengenai penganiyaan tanpa hak menggunakan

senjata tajam dengan cara menikam.

5 Arsip Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kwg



2. Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiyaan Yang di
Lakukan Oleh Anak Terhadap Anak”, karya dari Beta Risky Aistin,
Mahasiswa Strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Lampung,
perbedaannya skripsi tersebut pada pelaku tindak pidana penganiyaan yang
dilakukan oleh anak belum dewasa atau cakap menurut hukum yaitu

dila olef™amak.yang berusia 16 tahun yang menurut Undang-Undang

ahun 2014 teftang Perllndak dinyatakan sebagai anak yang

pelum dewasa.

Penulis mengharapkan agar pelakd

—

tindak pidana penganiayaan yang

menyebabkan luka berat a i i ) buatannya tanpa melihat
siapa, pelakunya, dari go a sama dimata hukum.
Berdasarkan: uraian ndorong penulis
melakukan pemehitian dan untuk itu terts emilih judul; “Tinjauan Yuridis

KARAWANG ...cvean vang

Mengakibatkan Luka at'Dihubungkan Dengan Pasal 351 Ayat (2) Kitab

Penjatuhan Pidana
Undang-Undang Hukum PI0 Rutusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN
Kwg)
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas maka
dalam penelitian ini masalah-masalah utama yang akan menjadi kajian adalah:
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana meteriil terhadap pelaku tindak
pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam Putusan Nomor.

380/Pid.B/2017PN. Kwg ?



2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana
terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
dalam Putusan Nomor. 380/Pid.B/2017PN. Kwg ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis yang hendak dicapai adalah

sebagai_besikd

1. mengetahul pénerapan hu ana meteriil terhadap tindak

pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam Putusan

Nomor. 380/Pid.B/2017ﬂ\|. Km.

tuk mengetahui p sanksi pidana

\. pelaku tind

at dalam Putusan-Ne

el mengakibatkan luka

D. Manfaat Renelitian

KARAWANG

Hasil penelitian intdihara dapat memberikan manfaat secara teoritis

1. Manfaat Teo

dibidang ilmu hukum @ me pah bahan kepustakaan ghukum,

khususnya yang berkaitan denga dak pidana“penganiayaaf yang
mengakibatkan luka.

2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan pula untuk dapat memberikan sumbangan
pemikiran sebagai masukan dalam praktik penegakan hukum, khususnya

dalam penegakan hukum yang menyangkut masalah tindak pidana

penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.



E. Kerangka Pemikiran

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang
berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan
negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan nasional
bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata

berdasarkam®Pancasita=dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang

merdel perdaulat, Dbersa dan latan rakyat dalam suasana
perikehidupan bangsa yang tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan

tertib dan damai.® Selain itu juga

pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat,

mengandung asas pelind Indonesia untuk

mencape keadllan Negara . Indonesi Hukum hal tersebut

tercerm a : :.

Pasal 1 Aya ang menyebutkan: "Nega#* Indonesia adalah negara hukum”.

M HKARAWANG.cr mereys

kedudukan yang sangatepenting dalam mengatur segala aspek kehidupan

esia Tahun 1945

Maka dari itu

masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasameegara Republtk Indongsia Tahun
1945 Pasal 27 ayat (1) dikemukakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang
sama dihadapan hukum. Dengan demikian korban penganiayaan secara hukum

mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai manusia di depan hukum, dimana

semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta

6 Sunarjati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991,
him. 3.



wajib menjunjung hukum dengan baik tidak ada kecualinya termasuk hak yang
diberlakukan atas terdakwa yakni praduga tak bersalah.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang
dimilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau hukum

positif melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia,’ di

dalam Undang=Undang-Nomor. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Intenasional

Ca On Civil And Pelitical Rig enan Internasional Tentang Hak-

Sipil Dan Politik) pada Pasal 7 menegaskan bahwa :

“Tidak seorang pun yang dapat dikénakan penyiksaan atau perlakuan atau
hukuman lain yan ji, tidak “manusiawi atat=merendahkan martabat.
Pada khususnya, yek eksperimen
“medis atau ilmiah a bebas.”

1999 tentang Hak Asasi
Manusia,"Hak Asasi
dan keberad : ah : g sa dan merupakan
anugerahNya yang™wajib Nj [ &ﬂﬁdungi oleh negara,

harkat

hukum, Pemerintah, dan g demi kehormatan serta perlindunga
dan martabat manusia

Tindak pidana menurut dalam KUHP*dikenal dengan istilahgstrafbaar feit
dan dalam keputusan tentang hukum pidana sebagai delik, sedangkan pembuat
undang-undang merumuskan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau

yang sering disebut sebagai tindak pidana.Strafbaar feit terdiri atas tiga kata, yaitu

straf, baar dan feit yang masing-masing memiliki arti®: Straf berarti pidana atau

7 Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia, , 2010,
PUSHAM UII, Yogyakarta, him. 11
8 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Mahakarya Rangkang,:Makassar2012, him19.



hokum, Baar berarti dapat atau boleh dan Feit berarti tindak pidana atau peristiwa
atau pelanggaran atau perbuatan (aktif maupun pasif).

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari
terjemahan kata strafbaar feit dalam bahasa belanda Kata strafbaar feit
diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia.® Perbuatan

pidana _m perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

larg ana disertai ancaman (sanksi rupa pidana tertentu, barangsiapa

melanggar larangan tersebut.

Pendapat beberapa doktrin tentang aga yang sebenarnya yang dimaksud

de strafbaarfeit ters ifbaar feit* diterjemahkan

secar@\herbeda-beda oleh ana dalam berbagai

literatu \ n antarag lain-tindak-pida 3 ik, pelanggaran

pidana, perB ang boleh dihuku atan yang dapat dihukum, dan

KARAWANG

“Menurut Prof. hmadwAli yang dimaksud dengan delik adalah
pengertian umum tentang a perbuatan yang melanggar hukum
ataupun  undang-undang de tidak membedakan _apakah
pelanggaran itu di bidang m ataupun ~ publik,
termasuk hukum pidana.”*!
“Van hamel mengatakan bahwa “strafie Kelakuan
manusia (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam undang-
undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana
(strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.sedangkan pendapat
Pompe mengenai strafbaar feit yang dapat dirumuskan sebagai suatu
pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh
pelaku™??,

“Simons mengartikan Strafbaar feit adalah suatu tindakan yang
melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak

perbuatan pidana:

NTEE]

9 Andi Hamzah, Pelajaran Hukum Pidana Bagian |, Jakarta, Raja Grafindo Persada,2002, him.20
10 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung . Citra Aditya Bakti,1996, him. 181
11 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, him. 262.

12 Lamintang, Loc. Cit. hIm. 173



sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat
dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan
sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”®3,

“J.Bauman, perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi
rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan
kesalahan”.'4

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa

tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana

perbuatan _tersebut, melanggga

apa yang /dilarang atau diperintahkan oleh

u g-undang dan diberi sanksi berupa i pidana. Secara umum, tindak

a terhadap tubuh pada KUHP dise

p ?‘l t “penganiayaan”. Dibentuknya

péngaturan tentang kejahatan terhadap=tuduh=mantsia=ini=dutujukan bagi

per gan kepentingan um t er uatan berupa
penye \.g ) atas tubuh ata ar I g akibatkan rasa sakit

atau lukaj bahka [Ena sang—sedemikigpeee™=Pdata tubuh dapat
" M KARAWANG
Perumusan pengantayaan dengan penjelasan bahwa berbuat sesuatu

dengan tujuan (oogmerk) U akibatkan rasa sakit dan memang inilah

arti dari kata penganiayaan.'® Sedangkan mentrlitsRasal 351 Kitabgndang —
Undang Hukum Pidana;

1. Penganiayaan diancam dengan pidana paling lama dua tahun
delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima
ratus rupiah.

2. Jika perbuatan mengakibatkan luka — luka berat, yang bersalah
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

13 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar
Grafika,2012,him 8.

1 1bid.

15 Basir Rohrohmana, Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan, Fakutas Hukum
Universitas Cenderawasih, Jayapura, 2001, him.10.

16 1bid.,hIm.106.



3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling
lama lima tahun.

4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak diancam
pidana.t’

Secara umum tindak pidana penganiayaan terhadap tubuh pada KUHP

disebut ‘penganiayaan’, mengenai arti dan kata penganiayaan tersebut banyak

banyak penbedaan=diantara ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan

dia sebagai perbUatan_ yang 1%!' an dengan sengaja untuk
menrmbulkan rasa sakit (pijn) atas luka (letsel) pada tubuh orang lain. Ada pula

y memahami penganiayaan ‘dengan sen

luka; Kesengajaan itu baru ntu

{Menurut pendapat

dimkas

badan atau“kesehatan kualifikasi anCa Didana dimaksud ada, karena

penganiayaan sebagal dimaks 4 d IRAW(AN(G Hukum Pidana

dikategorikan kedala eberapa, bentuk penganiayaan yaitu; penganiayaan

biasa, penganiayaan ringan, agantayaan, berat dan penganiayag ang
direncanakan terlebih dahulu”. Menurut"J; an Bammelmenegaskambahwa
untuk ada atau tidaknya terjadi suatu bentuk penganiayaan maka ada 3 (tiga)
kriteria yang harus dipenuhi.

1. Setiap tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan sakit,
luka dan perasaan tidak senang, dilarang kekecualian larangan
menurut hukum pidana ini dibentuk oleh peristiwa-peristiwa dimana
dalam undang-undang dimuat dasar pembenaran yang diakui untuk

mengakibatkan dengan perasaan tidak sengaja ini. Misalnya
pembelaan terpaksa, perintah jabatan, peraturan undang-undang,

17 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 351
18 Basir Rohrohmana, Op.cit, him.10.



seperti bertindak sesuai dengan aturan jabatan sebagai dokter,
demikian pula berdasarkan izin si korban sesuai dengan aturan yang
diakui dalam mengikuti olah raga tertentu (pertandingan tinju)

2. Kekecualian juga dapat timbul dari tidak adanya kesalahan sama
sekali yaitu dalam peristiwa dimana si pelaku dengan itikad baik atau
boleh menduga, bahwa ia harus bertindak sesuai dengan suatu dasar
pembenaran, akan tetapi dugaan ini berdasarkan suatu penyesatan
yang dapat dimanfaatkan.

3. Suku kata tambahan ‘mis’, mishandeling (penganiayaan) telah
menyatakan bahwa mengakibatkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak

BRangitesterjadi secara melawan hukum, dan bawa dalam peristiwa
dimana,tindakan-tindakan dilakukan sesuai dengan ilmu kesehatan
idak boleh diangggap sebagai penganiayaan, dan oleh karena itu tidak
dilarang menurut huk hingga hakim harus membebaskan
terdakwa.*®

Penggunaan istilah penjatuhan dapat

liartikan sebagai sanksi pidana yang

)akan hukuman yang=diberikan: kepada-seseora inyatakan bersalah

dalam melakukan perbu pid engertian pidana

sebagal\p

deritaan yang dib orang yang melakukan

bagKﬁ'RﬂWﬁ'N”G“ i mesapa yane

dengan sengaja ditimpakaniegara pada pelaku delik itu.?® Secara umum ada 3

perbuatan Roeslan Saleh

mengartikan

teori pemidanaan yang ditkena dalam sistem hukum Eropa Kontinental,
meliputi:?

1. Teori Absolut. Teori ini bertujua pihak yang
dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau
menjadi korban. Pendekatan teori absolut meletakan gagasannya
tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan
karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah
seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Van
Bemmelen mengatakan bahwa pemenuhan keinginan pembalasan tetap
merupakan hal yang penting dalam penerapan hukum pidana agar tidak
terjadi main hakim sendiri, hanya penderitaan yang diakibatkan oleh
suatu sanksi pidana harus dibatasi dalam batas-batas yang paling

19 .M. Van Bammel, Politik Hukum Pidana, Jakarta , Raja Grapindo Persada, 1997, him. 29
20 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, 2011, Grafika, Jakarta, him. 186
21 1bid, him. 186.



sempit. Beratnya sanksi juga tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa
bahkan dengan alasan prevensi umum sekalipun.
2. Teori Relatif. Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan
pidana dan pelaksanaanya setidaknya harus berorientasi pada upaya
mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di
masa mendatang serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari
kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah
dilakukan terpidana maupun lainnya. Menurut Romli Atmasasmita,
teori relatif sebenarnya bertolak dari 3 (tiga) tujuan pemidanaan, yaitu
pencegahan (prevention), penangkalan (detterance), dan pembinaan
ormatio ujuan pencegahan dimaksudkan untuk melindungi
masyarakat, yaitu dengan menemipatkan pelaku kejahatan terpisah dari
asyarakat. Sedangkan tuju gkalan untuk menimbulkan rasa
takut melakukan kejahatan.??
. Teori Gabungan. Teori ini merupakan kombinasi antara teori absolut
dengan teori relatif. Disamping( mengakui bahwa pejatuhan sanksi
pidana diadakan unt untuk membal perbuatan pelaku juga dimaksudkan
agar pelaku dap Ingoa-bisa kembali-ke masyarakat. Pada
pasal 54 Ranca dari pemidanaan,
yaitu:
a) Pemidanaa ukannya tindak pidana
dengan men engayoman masyarakat,
emasyara idanal dengan adakan pembinaan

Ik yang dltlmbu el tlndak pldana memulihkan

' ”gal@quﬁﬁﬁda'“ e

b) Pem| 3 dak dimaksudkan untuk menderitakan dan
merendahk artabat manusia.
Sanksi pidana merupakan J€ anksi yang paling banyak digunakan untuk

menjatuhkan hukuman terhadap seSe@rang yane h.dinyatakan berfsalall. Secara

eksplisit bentuk-bentuk sanksi pidana tercantC HP, yaitu

pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok meliputi :
1. Pidana mati

2. Pidana penjara

3. Pidana kurungan

4. Pidana denda

5. Pidana tutupan

Sedangkan, pidana tambahan meliputi :

22 Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, 1995, CV. Mandar Maju,
Bandung, him. 84



1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim
Peningkatan penghargaan (apresiasi) terhadap hak-hak asasi manusia ini
membawa pengaruh terhadap pemikiran dalam lingkup kajian dan teori mengenai
sistem peradilan pidana, yang ditandai dengan bergesernya paradigma hukum

pidana yang semula hanya berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku

kejah dengan.fokus perbuatannya semfata (Daad Strafrecht) ke arah fokus

be nya yang lebih luas yakni~perbu dan pelaku tindak pidana (Daad-—

er Strafrecht). Keadaan ini secarafj keseluruhan masih menampakkan

paradigma hukum pidana yang masih: us-pelakucti idana.??
2aradigma ini kemus : j embangan yang
lebih ir berupa hu a emperhatikan hak dan
ingankp

elaku findak : atlan pada hak dan

kepent

kepentingan korban'tindak KAIRA(W“NG pidana dan sistem

peradilan pidana yang aberikan perlindungan secara berimbang hak dan

kepentingan pelaku korban'tidak pilana, masyarakat dan negara.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiata ah,yang didasarkangeada metode,
sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau

beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisanya.?®> Penelitian Hukum

23 |stilah paradigma yang awalnya diintroduksi oleh Thomas S.Kuhn, dipergunakan untuk menunjuk
dua pengertian utama. Pertama, sebagai konstelasi pemikiran, keyakinan, nilai, persepsi, dan teknik yang
dianut oleh akademisi maupun praktisi disiplin ilmu tertentu yang mempunyai cara pandang terhadap realita
objek kajian mereka. Kedua, sebagai upaya manusia untuk memcahkan rahasia ilmu pengetahuan yang
mampu menjungkirbalikkan semua sumsi maupun aturan yang ada. Satjipto Rahardjo. 2002. Sosiologi
Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. Surakarta: Muhammadiyah University Press, him. 59.

24 |bid.

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2013, him. 13



adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalah hukum yang
bersifat akademik dan praktis dimasyarakat dan berkenaan dengan kenyataan
dimasyarakat.”® Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal
maka Peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metodenang digunakan Peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif,

a dilakukan dengan cara ahan pustaka atau data sekunder

yang bersifat hukum. Oleh karena itu data yang dipergunakan adalah data yang

dipéroleh dari hasil penelitian dan kajian ba

—
— —

an-bahan pustaka. Pendekatan dalam

penelitian ini dimaksudk jadi dasar sudut

panc 10 hdan kerangka kukan analisis. Dalam
penelitia i Jgunakan=—pe 3 ekata erundang-Undangan
(Statute Appreac omelaffcn peraturan perundang-undangan

-
yang berhubunganndenga KAAWANGdimaksudkan agar

bahwa peneliti mengg aturan perundang-undangan sebagai dasar awal

melakukan analisis,?’ yaitu mengenai pefjatuhan pidana terhadap pe tindak
penganiayaan yang mengakibatkan luka it Adapunperaturan_peérundang-
undangan yang peneliti gunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode
penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan mengenai fakta-fakta berupa

data dengan bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan

26 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, him. 19
27 bid.



yang terkait dan bahan hukum sekunder (doktrin, pendapat para pakar hukum
terkemuka) serta bahan hukum tersier. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif yang berusaha mengkombinasikan
pendekatan normatif dan empiris.?® Melalui penelitian ini diharapkan memperoleh

gambaran secara komprehensif yaitu mengenai tindak pidana penganiyaan yang

mengakibi uka b

3. apan Penelitian

ahapan penelitian dan pengumpulan data yang digunakan untuk

peroleh data dan informasi dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Studi Pustaka (Li
i

Y

R
eknik pengum d
da i DU =0 kU,

ni-dengan €a embaca, mengkaji, dan
embuat cata dangan, media
mas ernernet, dokumen Olisan-tulisan yang berhubungan

ala K)AJRWAN Gna penganiyaan.

b. Studi Lapanga ieldiResearch) Pada Lokasi Penelitian

dengan

Studi lapangan yatu meagumptilkan,data langsung dari tempatfpenelitian
lapangan melalui observasi da awancara denge elakukan tanya
jawab kepada pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai
penelitian ini, dalam hal ini peneliti melakukan penelitian berupa
permintaan data dan wawancara di Pengadilan Negeri Karawang,
Kepolisian Resor Kabupaten Karawang dan instansi lainnya yang terkait

dengan perlindungan anak terlantar serta penanggulangannya.

28 Moleong J. Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Roda Karya, Bandung 2004.



4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara,
observasi, mencatat data dari koresponden yang berkaitan dengan permasalahan
dan pembahasan penulisan ini.Penelitiaan hukum yang bersifat yuridis normatif,

secara um ggtmakan jenis data yang terarah pada penelitian data sekunder

4

yai a yang diperoleh melalui baha ustaka dan data primer yaitu data

yang diperoleh dari lapangan.?® Namun dalam penelitian ini lebih menitikberatkan

ersifat penunjang dan pelengkap agar

pada data sekunder, sedangkan data primer|b

haSil penelitian menjadi r lebirkompie er data sekunder

dapa d plongkan menja tan mengikatnya, yaitu

sebagai

a. Baha m Primer, yaitu Daa@#¥chan hukum yang mengikat dan

bahan hukum baharit ARAthNaartinya mempunyai

otoritas®®. Baha um primer terdiri dari perundang-undangan,
catatan-catatan resmi ataupgisala am pembuatan perundangstindangan.
Peraturan perundang-undangan yangedipergunakan sebagai bahan hukum
penelitian ini yaitu dan terdiri dari:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

3) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(KUHAP)

29 Zainudin Ali.Op. Cit, hal. 23
30 |bid, hal. 47.



4) Putusan Nomor 380/Pid.B/2017PN. Kwg.

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan tentang bahan hukum sekunder bersifat membantu hukum
primer yang akan memperkuat penjelasan didalamnya.3! Bahan hukum

yang digunakan dalamm penelitian ini diantaranya: literatur-literatur,

hasilFpenelitiansbuku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, makalah, komentar-

omentar atas putUsan.yang me t dan berhubungan dengan materi

penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiyaan.

Bahan Hukum Tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan térhad . kunder,? seperti

amus Besar B m, Ensiklopedia yang

eri  bats kata atau secara

gramatike dengan komponen variabel judul

dalam haly i KAAWAING pidana, sanksi,
penganiyaan dandelik

5. Analisis Data

Peneliti menggunakan metode ana deskriptit Kua yanggdilakukan

dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan

literatur yang ada atau teori-teori tentang penelantaran anak balik serta

penanggulangannya dan juga memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan

S11bid, him. 54.
32 1bid, him. 25



peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukuman bagi pelaku
tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Metode penafsiran logis dipergunakan untuk mencari maksud

sebenernya mengapa undang-undang itu dubuat dalam hal ini adalah Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana, dengan didasarkan pada pengertian yang

wajagmentrtt™legika_hukum mengenai tindak pidana penganiayaan yang
akibatkan luka™berat. Serta ﬂﬁn'- penafsiran sistematis mencari

pengertian dari penganiayaan yang mengakibatkan luka berat melalui

umusan Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan

lihat hubungan a Putusan Nomor

0/Rid.B/2017/PN K

———

Lokasipenelitian dilaksanakan @ #Paten Karawang yaitu

1. PengadilaniiNegelinK MAWANG

en Karawang |

G.

2. Kepolisian ResorkKabu

3. Perpustakaan UniversitasiBuana Pépjuangan Karawang
Adapun alasan penulis memilii i_tersebut™karena semuagdata yang
dibutuhkan lebih mudah diperoleh sehingga dapat mempercepat proses

pengambilan data.

33 1bid, him. 107.



